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ABSTRAK

Pelaku wsaba dan konsumen memiliki bubungan timbal balik. wang artinya
konsumen sebagai pihak pemakai, pengpuna dan pemanlaal barang ataw jasa berhak
untuk mendapatkan, memakai serla menikmati barang atau jasa yang sesual dengan
standar produksi serta standar kebutuhan konsumen it sendini. idsatu sis1 konsumen
juga memiliki kewajiban untuk membayer barang / jasa yang lelah disediakan oleh
pelaku wsaha begitu jupa pelaku usaha sebagai pihak penvedia barang atau jasa dalam
memberikan  pelayanan kepada konsumen sesuai dengan standar produks: vang
dibutuhkan konsumen, Namun dalam praktcknya tidak berjalan schageimansa meshinya,
hal ini disebabkan karena tidak terkondisinva rasa keadilan serta tidak terakomodirmnyz
kepentingan kedua belah pihak secara utuh, Sehingga menimbuikan suat konflik yang
pada akhirnya menjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, Uniuk it
dalam penulisan ini, penulis menpgemukakan beberap permasalahan sebagal berikut:
apakah penvebab terjadinya sengketa konsumen { penpguna jasa ketenagalistribkan)
dengan pihak PLM pada BPSK dan bagaimana proses penyelesalan scngketa antara
Lonsumen dengan pihak PT.PLN. Upava untuk menyimpulkan data vang berkaitan
dengan permasalaban tersebut, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis,yaimu penelitian tentang penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
sehagai pengeuna jasa ketenagalistrikkan., Cors pengumpulan dote, penulis melakukan
wawancara pada BPSK dan pibak pengeugat Pengolahan data dilakukan denpan editing
dar coding, karena tidak semua basil wawancara dimasuban, tetapi mengambil data
vang diperlukan penulis. Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan | disimpulkan
nzhwa penyebab tegadinya sengketa antara  konsumen(pelanggan) dengan dengan
relaku usaba (PT.PLN{Persero) adalah karena pelangpan merasa dirugikan oleh pelaku
nsaha, schingea hak-hok dari konsumen tidak dipenubi oleh pelaku vsaha. Proses
penveleseian seogketa kasus pemadaman  listrik  dilakukan dengan mediasi dan
konsiliasi namun tidak mendapatkan kesepakaan, sehingga BPSE memutuskan bahwa
pihak PT.PLN dimenangkan dalam kasus ini, karena tuntutan konsumen yang pertama
hatal sehingpa tunoutan lainya tidak dapat dipenuhi. Sedangkan kasus mengenai
pencabutan dan penvitaan KWH meter diselescikan melalui konsiliast dan arbitrase.
[dalam hal ini pibak kensumen dimenanghan.



BAB 1
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang

megara Republik Indonesia merupakan Nepara berkembang yang sangal clal
membangun di segals bidang untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan isi
sembukazn UUD 1945, buhwa salah satu tujuan Mepara Republik lndonesia adalah antek
mewujndkan kesejabteraan umum. Hal ini tidak terlepas dan pokok pikiran bahwa MNegara
Hepublik Indonesia hendak mewupudkan keadilan sosial secara merata bagi selurub mbyat
Indomesia berdasarkan pancasila,

Dalam ranpka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditunjang atau
didukung oleh beberapa faktor, salah satu faktor adalah prasamnag histok, penyediom
crasarana listrik vang memadai merupakan kebuluhan yang tidak dopat dipisahkan den
wchutuhan  masyarekal. Tenaga listrik  sangat  penting  artinva  bagi  peninghkatan
wesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk menderong peningkatan
regiatan ekonomi pada khususnys, dan oleh karenanya usahs penyediasn tenaga listnk

datam jumlah vang cukup dan merata barus ditingkakan dengan mute pelayanan yang baik

Dhalam usaha memenuohi permintaan penvambungan tenaga listrik dari masyarskat,
Perusahaan Listrik Megara (PLN) vang bertindak scbagai produsen (pelaku usaha) berasaha
denpan sepala  kemampuan  yanpg  ada melayvani permintzan konsumen  dalam hal
peivambungan tenaga listrik, sebab penvediaan lenaga listnk vang lersebar mempakan
ssane dalam mewujudkan pemerataan menikmati hasil permbangunan, hal im sejalan

Zengan mist vang dibebankan oleh pemenntah pacda PLK,

=



Pelaku usaha dan konmsumen memiliki hubungan (imbal balik, yang artinya
Lonsumen sebagai pihak pemakai, pengpuna dan pemaniaat barang atau jasa berhek wntuk
mendapatkan, memakai serta menikmati barang atau jasa yang sesual dengan standar
produkst seria standar kebutuhan konsumen i sendii, Disatu sisl konsumen jupa memilix
kewajiban untuk membayar barang [ jasa yang telah disediakan olch pelaku vsaha begilu
fuga pelaku usaha scbapal pihak penyedia barang atau jasa dalam memberikan pelayanum
kepada konsumen sesuai dengan standar prosluksi yang dibutubkan konsumen.

Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha
dengan konsumen (pemakal barany dan atau jasa). Kepentingan pelaku usaha memperaleh
laba dari transaksi dengan konsumen,  sedangkan  kepentingan  konsumen  adalal
memperoleh kepuasan melalul pemenvhan kebutuhannya terbadap produk tertentu, Apabila
Lomsumen merasa dirugikan atas syatu barang atau jasa yang tidak layak untuk di konsums)
maka konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan dan memperoleh ganti kerygan atas
barang / jasa tersebut, Hal demikian tersurat dalam pasal 1365 kiab Undang-Undang
Hukum Perdata bahwa ;- Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada orang lain. mewajibkan orang yang karena salabmya menerhbitkan  keruptan
tersebut™,

Wamun dalam  prakeeknye tidak  berjalan  sebagaimana mestinya, hal iw
dischabkan  karena tidak  terkendisinva  rasa keadilan  serta lddak  teraRomodinmya
epentingan kedua belah pihak secara utuh. Schingga menimbulkan suan: kanflik yang
ada akhirnya menjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

Menurat Pasal 45 Undang - Undagg Mo, 8 Tabun 1999 tentang Perlindungen

sonsumen menyatakan :
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Penyvehab terjadinyg senphketa pemadaman Listrik ini adalab pihak konsumen mersa
dirugikan karena terjadinya pemadaman listrik berturut-turut selama 3 hari 2 malam
baik itu kerugian matertl magpun inmatert] serta pthak PLN tidak memberikan
informast yang jelas ketika diminta informasi mengenal pemadaman listrik ini.
Penvebab terjadinya senpkela yang keduva adalah konsumen merasa dirugikan oleh
pelaku usaha atau PT.PLN (Persero) Wilayah Sumbar baik itu kerugian materil
ataupun inmateril karena senpketa vang terjadi mengenai penyitaan dan pengrusakan
EWH meter milik konsumen maka konsumen tidak dapat berakiifitas dengan baik
dan membuat ciirs konsumen ].JLLJ'I.!E: dikslanpan bisnis. Pencabutan Jdun penyitaan ind
bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang MNomor 8 tahun 1999 tentang
ferlindungan Konsumen.

Proses penyeleseian sengketa antara konsumen dengan pihak PT.PLN pada Badan
Penveleseian Sengketa Konsumen  dilaksanakan terlebibh dahuly dengan konsiliasi
dan mediasi namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak sehingpa majelis BPSK
vang terdini dari 3 unsur (kensumen, pelaku ussha dan pemerintah) mengeluarkan
keputusan, putusanva dimenangkan oleh pihak PLN karcna tuntutan perama vang
dizgjukan cleh konsumen (Penggugat) batal oleh karena tuntutanya berupa pencabutan
Ak, Direkst sehingga bukan wewenang BPSK melainkan wewenang Pengadilan Tata
Usaha Mepara Padang schingga dengan batalnyz mntutan pertama, maka tuntutan

lainya juga tidak dapat dipenuhi. Sedangkan proses vang penyveleseian sengketa yvang



DAFTAR PUSTAKA
BUKL
Abdul R, Salimandkk, Hukum Bisnis Untuk perusahaan Teari dan Contoh. Penehil
Kencana Prenada media GroupJakarta, 2008

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukwm Perlindungan Konsumen, Penerbit PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 20035,

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Penerbit PT. Raja
Grafindo Persada, Jakara, 2002,

5.2 asution, KNenswmen dan Arkum. Penerbit Pustaka Sinar Harapan.Jakarta, 1993

Cunawan Widiaja, Seri Hukum Bisnis Aliernatlf Penyeleseian Scengketa, Penerbit PT,
Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002,

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. hakem teniang Perlindungan Konswumen,PT,
Gramedia Pustaka Lama, jakarta, 2000

Husni Sywwali dan Meni Sri Imanivatl, Hukum Perlindurpan Konsumen, Penerhit Mandar
haju, bandung, 2000

umir Fudy, Hukum Bisnis dalam Teori dan Prakiek, Buku Ketiga, Penechit PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1994,

sanusi Bintang dan [Dahlan, Pokok - Pokok Hukum Ekenomi dan Bisnis, Penerbit PT,
Citra Aditya Bakit, Bandung, 2000

~oerjone Sockanto, Penganter Penelitian Hukam, U] Press, Jokarta, 1986,



